BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Perbuatan

Melawan Hukum dan Wanprestasi (Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batusangkar), dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap dua putusan sengketa
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar, yang menggolongkan
wanprestasi dengan perjanjian pembiayaan murabahah pada suatu
perbuatan melawan hukum, dalam pertimbangan hukumnya tidak
ditemukan adanya landasan hukum Kkhusus terkait alasan hakim
mengggolongkan wanprestasi pada perbuatan melawan hukum. Dalam
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara
tersebut, hanya menjurus kepada tindakan wanprestasi yang dilakukan
tergugat dan tidak ditemukan ‘pembahasan mengenai perbuatan
melawan hukum yang dilakukan tergugat. Landasan hukum tersebut
yakni Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019, yang mana berdasarkan pasal ini, dikarenakan tergugat
tidak menghiraukan panggilan pengadilan, maka berdasarkan pasal
tersebut hakim menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan
cidera janji/ wanprestasi terhadap perjanjian murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari empat sengketa ekonomi
syariah yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar, terdapat dua
perkara wanprestasi dengan perjanjian pembiayaan murabahah yang
digolongkan pada suatu perbuatan melawan hukum. Dalam dua perkara
ini, semua dalil mengarah pada tindakan cidera janji dan tidak ditemukan

adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
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tergugat. Namun, pada amar putusannya, hakim menggolongkan
wanprestasi ke dalam perbuatan melawan hukum. Sementara, antara
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua kaidah
hukum yang berbeda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya

maupun digolongkan kepada salah satunya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan,
maka penulis memberikan saran bagi penegak hukum khususnya majelis
hakim, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menggunakan kaidah atau
istilah-istilah hukum dalam merumuskan suatu putusan. Selanjutnya
diharapkan juga kepada majelis hakim yang memutuskan perkara ekonomi
syariah, dalam penyusunan pertimbangan hukum suatu putusan, agar lebih
dilengkapi mengenai dasar hukum yang dijadikan acuan dalam merumuskan
putusan tersebut. Sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah putusan

yang berkualitas dan berintegritas.
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